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ABSTRAK 
 
 
RAKHMAT WIWIN HISBULLAH (B111 10 195), Tinjauan Yuridis Terhadap 
Tindak Pidana Pencabulan Dengan Jenis Kelamin Sama Yang Belum 
Dewasa (Studi Kasus Nomor Putusan 1434/Pid.B/2013/PN.Mks), dibimbing 
oleh M.Said Karim sebagai pembimbing I dan Haeranah sebagai pembimbing 
II.  
 
Penelitian ini bertujuan: mengetahui penerapan hukum pidana dalam perkara 
tindak pidana pencabulan terhadap anak dan untuk mengetahui 
pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara No. 
1434/Pid.B/2013/PN.Mks. dengan pendekatan yuridis terhadap 
permasalahan yang diteliti. 
 
Penelitian ini dilakukan di kota Makassar khususnya di Pengadilan Negeri 
Makassar. pencabulan ini terjadi di Jl. Tidung No 2 Makassar, dilakukan oleh 
terdakwa Andi Nari Tri Wahyuni Shani dan korban Nur Indah Sari. 
 
Dalam perkara ini, terdakwa Andi Nari Tri Wahyuni Shani melakukan 
perbuatan cabul terhadap korban Nur Indah Sari berupa mencium pipi dan 
bibir korban secara berulang kali. Berdasarkan hasil penelitian, penerapan 
hukum pidana dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum menggunakan 
dakwaan tunggal yang melanggar Pasal 292 KUHP dan Pasal-Pasal yang 
bersangkutan. 
 
Hasil penelitian menunjukkan pertimbangan Hukum Hakim dalam 
menjatuhkan putusan berupa sanksi pidana terhadap terdakwa Nari Tri 
Wahyuni Shani yang telah memperhatikan fakta-fakta hukum yang telah 
terjadi dalam persidangan berupa keterangan dari saksi-saksi yang telah 
diajukan Penuntut Umum di depan persidangan dan berdasarkan keterangan 
terdakwa di persidangan. Sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa 
terhadap perbuatan terdakwa telah terpenuhi unsur-unsur dalam dakwaan 
Pasal 292 KUHP dan Pasal-Pasal yang bersangkutan. Dimana perbuatan 
terdakwa merupakan perbuatan tindak pidana pencabulan dengan jenis 
kelamin sama yang belum dewasa. Majelis Hakim juga tidak lupa 
mempertimbangkan alasan-alasan yang dapat memberatkan dan 
meringankan terdakwa. 
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BAB I 
                                     PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Perkembangan globalisasi yang terjadi menyebabkan terjadinya 
pencampuran budaya yang selanjutnya berdampak pada pola pikir manusia. 
Pola pikir yang dimiliki seseorang, akan berdampak pula pada cara bertindak 
dan berperilaku yang cenderung menuju ke arah budaya yang mendominasi 
pola pikir. Indonesia sebagai Negara dengan pengguna kecanggihan 
teknologi terbesar ke tiga dunia merupakan tempat perpaduan budaya 
terbesar, dengan menggunakan media informasi sebagai sarananya. 
Kecanggihan teknologi khususnya di bidang informatika, sangat 
memudahkan budaya asing dalam mempengaruhi pola pikir manusia, 
terutama polla pikir anak-anak.1 
Potensi perubahan perilaku pada anak sebagai dampak dari 
lingkungan yang terlalu bebas dan terbuka, merupakan salah satu hal yang 
wajib diantisipasi oleh para orang tua, guru, dan aparatur penegak hukum di 
Indonesia. Issu perlindungan hukum terhadap anak, sudah menjadi bahan 
perbincangan di kalangan perlindungan terhadap anak baik dalam bentuk 
pengaturan hukum, maupun melalui lembaga-lembaga perlindungan anak. 
                                                 
1
 http://www.rps.charachter.blogspot.com/dampak_globalisasi_terhadap_perilaku_anak diakses pada 
tanggal 5 September 2014, pukul: 22.00 
2 
 
ppemerhati anak. Sebagai Negara dengan jumlah penduduk yang banyak, 
Indonesia harus mampu memberikan bentuk  
Dalam dokumen Konvensi Hak Anak  (KHA), anak diartikan sebagai 
seseorang yang belum berusia 18 tahun dan termasuk  juga  bayi yang masih 
di dalam kandungan. Walaupun batasan  belum berusia 18 tahun sudah 
ditetapkan, namun konvensi ini  masih memberikan peluang bagi setiap 
negara yang ingin membuat batasan usia lebih muda dibandingkan dengan 
yang ditetapkan oleh konvensi. Kesepakatan menggunakan umur sebagai 
batasan anak memang pada awalnya mendapatkan berbagai pertanyaan dan 
menimbulkan pro dan kontra. Bagi kelompok yang kontra  berargumen 
bahwa  bisa saja seseorang yang telah berusia  belum berusia 18 tahun 
namun sudah lebih dewasa dibandingkan dengan orang telah berusia lebih 
dari 18 tahun, sebaliknya bagi kelompok yang pro dengan  batasan usia  
mengatakan bahwa ketentuan ini berlaku universal, sulit menentukan 
batasan kedewasaan jika menggunakan ukuran yang berbeda beda di setiap 
negara, karena hal ini akan merugikan anak tersebut. Batasan usia 18 tahun 
akan memberikan keuntungan tersendiri bagi anak di manapun anak tersebut 
berada.2 
                                                 
2
 Hasan Wadong, Maulana, 2000, Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak, Gramedia Indonesia, 
Jakarta. Hlm. 38 
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Menentukan usia yang baku untuk mendefenisikan  anak berpengaruh 
terhadap bagaimana anak-anak yang menjadi korban diperlakukan  oleh 
hukum. Anak-anak tidak mungkin memberikan izin untuk dieksploitasi dan 
didera. Oleh karena itu di depan hukum mereka harus dianggap sebagai 
korban bukan sebagai kriminal. Dengan demikian, membakukan usia 18 
tahun sebagai usia tanggung seksual secara internasional akan memberikan 
perlindungan  yang lebih besar terhadap anak. 
Orang sering mencampuradukkan antara Eksploitasi Seksual 
Komersial Anak (ESKA) dengan Kekerasan Seksual Anak (KSA). Kedua 
istilah tersebut memiliki perbedaan yang sangat tegas walaupun saling 
mengandung keterkaitan  antara yang satu dengan yang lain. ESKA  dan 
KSA merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan  dalam memanfaatkan 
seorang  anak sebagai  sebuah obyek seks. Meskipun  demikian, ESKA dan 
kekerasan seksual  terhadap anak merupakan dua bentuk kekerasan seksual 
terhadap anak yang berbeda yang membutuhkan  intervensi-intervensi yang 
berbeda pula untuk menghapusnya.  ESKA dan KSA juga sering tumpang 
tindih. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya koordinasi dan kerjasama antara 
aktor-aktor yang peduli dengan kedua persoalan tersebut untuk 
memeranginya.3 
                                                 
3
 http://hukum.kompasiana.com/2011/01/06/eska-buruknya-potret-ham-anak-di-indonesia-ahmad-
sofian-332627.html diakses pada tanggal 5 September 2014, pukul: 22.00 
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Dari defenisi di atas jelas bahwa melalui ekspolitasi seksual komersial 
anak, seorang anak tidak hanya  menjadi sebuah obyek seks tetapi juga 
sebagai sebuah komiditas yang membuatnya berbeda dalam rehabilitasi 
maupun pemulihannnya dan reintegrasi dengan keluarga atau masyarakat. 
ESKA adalah penggunaan seorang anak untuk tujuan-tujuan  seksual guna 
mendapatkan uang, barang atau jasa  bagi pelaku eksploitasi, perantara atau 
agen dan orang-orang lain  yang mendapatkan keuntungan dari eksploitasi 
seksual pada anak tersebut. Hal ini merupakan  pelanggaran terhadap hak-
hak anak dan elemen kuncinya adalah bahwa pelanggaran ini muncul 
melalui  berbagai bentuk  transaksi komersial di mana satu atau berbagai 
pihak mendapatkan keuntungan. Adanya faktor keuntungan ini membedakan 
antara ESKA dengan kekerasan seksual anak karena dalam kekerasan 
seksual anak tidak ada keuntungan komersial walaupun eksploitasi seksual 
juga merupakan sebuah kekerasan seksual. 
Kekerasan seksual terhadap anak  dapat didefenisikan sebagai 
hubungan atau interaksi antara seorang anak dengan seseorang yang lebih 
tua atau anak lebih banyak nalar atau orang dewasa seperti orang asing, 
saudara kandung atau orang tua di mana anak tersebut dipergunakan 
sebagai sebuah obyek pemuas bagi kebutuhan  seksual si pelaku. 
Perbuatan-perbuatan ini dilakukan dengan menggunakan  paksaan, 
ancaman, suap, tipuan atau tekanan. Kegiatan-kegiatan yang mengandung 
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kekerasan seksual tidak harus melibatkan  kontak badan antara pelaku 
dengan anak tersebut. Tindakan tindakan tersebut dapat termasuk 
ekshibisme atau voyerurme seperti orang dewasa yang menonton seorang 
anak sedang telanjang atau menuyuruh atau memaksa anak-anak untuk 
melakukan kegiatan-kegiatan seksual dengan orang lain sedangkan pelaku 
tersebut menonton atau merekam kegiatan-kegiatan seksual tersebut . Para 
pelaku sering kali adalah orang yang memiliki tanggung jawab atas 
keselamatan dan kesejahteraan anak tersebut. Dengan demikian, sudah  ada 
hubungan kepercayaan di antara mereka dan pada saat yang bersamaan 
adanya satu kekuasaan. 
Laporan dari UNICEF mengenai upaya perlindungan khusus kepada 
anak-anak, tercatat bahwa dewasa ini banyak anak-anak di Indonesia 
mendapat perlakuan yang sangat tidak layak, mulai dari masalah anak 
jalanan yang berjumlah lebih dari 50.000 orang, pekerja anak yang 
dieksploitasikan mencapai sekitar 1,8 juta anak, sehingga kepada 
permasalahan perkawinan dini, serta anak-anak yang terjerat 
penyalahgunaan seksual (eksploitasi seksual komersil) yang menempatkan 
anak-anak itu beresiko tinggi terkena penyakit AIDS. Dalam analisis situasi 
yang telah disiapkan untuk UNICEF, diperkirakan bahwa setidaknya ada 
sekitar 30% dari total eksploitasi anak sebagai pekerja seks di Indonesia 
dilacurkan ke luar negeri.  
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Masih berkaitan dengan persoalan ini adalah bahwa anak-anak yang 
obyek eksploitasi seksual komersil menjadi seperti muara atau sebab dari 
segala persoalan yang ada. Pekerjaan dan anak-anak jalanan dengan amat 
mudah sekali terjebak ke dalam jaringan perdagangan seks komersil ini. 
Diperkirakan 30% dari seluruh pekerja seks komersil saat ini adalah anak-
anak di bawah umur. 
Anak akan menjadi lost generation dikarenakan orang tua yang tidak 
cakap dalam mendidik. Hal tersebut membuat mereka menjadi sumber daya 
yang tidak kompetitif hingga sangat kecil kemungkinan untuk mampu bekerja 
disektor formal dan hal yang demikian pada akhirnya membuat atau 
menyeret mereka menyerbu sektor informal atau illegal.  
Ternyata hak asasi hak tidak pernah diberi melainkan harus direbut 
dengan suatu gerakan perlindungan hukum terhadap anak-anak, anti 
kekerasan terhadap anak dan mengambil kembali hak asasi anak-anak yang 
hilang. Gerakan perlindungan hukum terhadap anak harus digencarkan di 
tengah-tengan masyarakat. Pencanangan gerakan nasional perlindungan 
anak adalah dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran bangsa secara 
nasional guna menghargai hak-hak anak dalam rangka menumbuhkan, 
mengembangkan kepedulian masyarakat agar berperan aktif melindungi 
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anak dari segala macam bentuk gangguan terhadap kelangsungan hidup dan 
tumbuh kembangnya. 
Dewasa ini di perkirakan jumlah anak yang membutuhkan 
perlindungan khusus makin besar terutama pasca krisis. Kasus-kasus yang 
berkaitan dengan pelanggaran hak-hak anak makin marak. Suatu 
permasalahan anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang cukup 
luas. Negara kita sebenarnya telah banyak pula memberikan perhatian 
terhadap hak-hak anak. Hal ini dibuktikan dengan adanya berbagai peraturan 
perundang-undangan yang mengatur tentang usaha kesejahteraan anak dan 
ikut serta Indonesia dal;am menandatangai konvensi tentang anak hak-hak 
anak (Convention On The Right of The Child) sebagai hasil Sidang Umum 
PBB pada tanggal 26 Januari 1990 dan diratifikasi dengan Keputusan 
Presiden RI No 36 Tahun 1990. Namun dalam pelaksanaannya masih 
menghadapi berbagai kendala yang disebabkan oleh berbagai faktor, antara 
lain peraturan pemerintah belum semuanya diwujudkan secara efektif, 
kesigapan aparat dalam penegakan hukum, dan kurangnya perhatian dan 
peran serta masyarakat dalam permasalahan anak 
Dewasa ini, kejahatan terhadap anak tidak hanya dilakukan oleh orang 
dewasa, melainkan oleh sesama anak-anak. Kemudahan dalam mengakses 
berbagai informasi baik dalam bentuk tulisan, gambar dan video 
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menyebabkan kejahatan yang dilakukan sesama anak bercorak kejahatan-
kejahatan menyerupai budaya luar. Hal ini dapat dilihat dari bentuk kejahatan 
sebagaimana yang di temukan penulis pada kasus di pengadilan negeri 
Makassar yakni kasus kejahatan pencabulan dengan sesama kelamin yang 
belum dewasa (lesbian).  
Dengan latar belakangan permasalahan yang sangat menarik bagi 
penulis untuk meneliti masalah ini dan mengangkat permasalahan tersebut 
dalam skripsi dengan judul: “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana 
Pencabulan Dengan Sesama Jenis Kelamin Terhadap Anak (studi Kasus 
Putusan Pengadilan Nomor:1434/Pid.B/2013/PN.Mks)”. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka 
permasalahan yang akan dibahas oleh penulis dapat dirumuskan sebagai 
berikut: 
1. Bagaimanakah penerapan ketentuan hukum pidana terhadap tindak 
pidana pencabulan dengan sesama jenis kelamin terhadap anak 
dalam putusan perkara Nomor:1434/Pid.B/2013/PN.Mks? 
2. Bagaimanakah Pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan 
putusan tindak pidana pencabulan yang dilakukan dengan sesama 
jenis kelamin terhadap anak dalam putusan Perkara 
Nomor:1434/Pid.B/2013/PN.Mks? 
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C. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian pada penulisan skripsi ini adalah: 
1. Untuk mengetahui penerapan ketentuan pidana terhadap tindak 
pidana pencabulan dengan sesama jenis kelamin terhadap anak  
dalam putusan perkara Nomor:1434/Pid.B/2013/PN.Mks. 
2. Untuk mengetahui Pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan 
putusan tindak pidana pencabulan yang dilakukan dengan sesama 
jenis kelamin terhadap anak dalam putusan Perkara 
Nomor:1434/Pid.B/2013/PN.Mks. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Tindak Pidana Secara Umum  
1. Pengertian Tindak Pidana 
Berbagai literatur dapat diketahui, bahwa istilah tindak pidana 
hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata strafbaarfeit 
dalam bahasa Belanda. Kata strafbaarfeit kemudian diterjemahkan dalam 
berbagai terjemahan dalam bahasa Indonesia. Beberapa yang digunakan 
untuk menerjemahkan kata strafbaarfeit oleh sarjana Indonesia antara lain : 
tindak pidana, delict, dan perbuatan pidana. Istilah tindak pidana digunakan 
dalam Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pengusutan, 
Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.  
           Rusli Efendy, mengemukakan bahwa peristiwa tindak pidana, yaitu 
“perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana” 
menjelaskan :4 
perkataan peristiwa pidana haruslah dijadikan serta diartikan sebagai kata 
majemuk dan janganlah dipisahkan satu sama lainnya. Sebab kalau dipakai 
kata peristiwa saja, hal ini dapat mempunyai arti yg lain yg umpamanya 
peristiwa alamiah.  
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
4
 Effendy, Rusli, 1986. Azas-Azas Hukum Pidana; Cetakan III, Lembaga Percetakan dan Penerbitan 
Universitas Muslim Indonesia (LEPPEN-UMI), Makassar. Hal. 1. 
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Secara doktrinal, dalam hukum pidana dikenal dua pandangan tentang 
perbuatan pidana yaitu :5 
 
1. Pandangan Monistis 
“Pandangan monistis adalah suatu pandangan yang melihat 
keseluruhan syarat untuk adanya pidana itu kesemuanya merupakan sifat 
dari perbuatan”. Pandangan ini memberikan prinsip-prinsip pemahaman, 
bahwa di dalam pengertian perbuatan/tindak pidana sudah tercakup di 
dalamnya perbuatan yang dilarang (criminal act) dan pertanggungjawaban 
pidana/kesalahan (criminal responbility).  
Menurut D. Simons tindak pidana adalah :6 
      tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja 
ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat 
dipertanggung-jawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-
undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.  
 
Dengan batasan seperti ini menurut Simons, untuk adanya suatu 
tindak pidana harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :7 
1. Perbuatan manusia, baik dalam arti perbuatan positif 
(berbuat) maupun perbuatan negatif (tidak berbuat). 
2. Diancam dengan pidana 
3. Melawan hukum 
4. Dilakukan dengan kesalahan 
5. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab 
 
                                                 
5
 Sudarto, 1986, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung. Hal. 31-32. 
6
 Lamintang, P.A.F. 1984. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Sinar Baru. Hal. 185 
7
 Ibid. 
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Strafbaarfeit yang secara harfiah berarti suatu peristiwa pidana, 
dirumuskan oleh Simons yang berpandangan monistis sebagai “kelakuan 
(handeling) yang diancam dengan pidana, dimana bersifat melawan hukum, 
yang dapat berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang 
yang mampu bertanggung jawab”. 
Andi Zainal Abidin menyatakan bahwa “kesalahan yang dimaksud oleh 
Simons meliputi dolus (sengaja) dan culpalata (alpa, lalai) dan berkomentar 
sebagai berikut :8 
  Simons mencampurkan unsur-unsur perbuatan pidana (criminal act) 
yg meliputi perbuatan serta sifat yang melawan hukum, perbuatan 
dan pertanggungjwaban pidana (criminal liability) dan mencakup 
kesengajaan,kealpaan dan kelalaian dan kemampuan 
bertanggungjawab  
 
Menurut J. Bauman, “perbuatan atau tindak pidana adalah ”perbuatan 
yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan 
dengan kesalahan”. 9 
Menurut Wiryono Prodjodikoro, “tindak pidana adalah ”suatu 
perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana”. 10 
Menurut Prodjodikoro yang termasuk berpandangan monistis 
menerjemahkan strafbaarfeit ke dalam tindak pidana dengan menyatakan 
                                                 
8
 Abidin, Andi Zainal 1995. Hukum Pidana I. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 250. 
9
 Op. Cit. Sudarto. Hal. 31-32. 
10
 Ibid. 
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bahwa, “suatu perbuatan yang pada pelakunya dapat dikenakan hukuman 
dan pelaku tersebut termasuk subyek tindak pidana”.11 
 Van Hammel yang berpandangan monistis merumuskan strafbaarfeit 
bahwa:12 
 “perbuatan manusia yang diuraikan oleh undang-undang melawan 
hukum, strafwaardig (patut atau dapat bernilai untuk dipidana), dan 
dapat dicela karena kesalahan (en dan schould to wijten)”  
 
2. Pandangan Dualistis 
Berbeda dengan pandangan monistis yang melihat keseluruhan syarat 
adanya pidana telah melekat pada perbuatan pidana, pandangan dualistis 
memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. 
Menurut pandangan monistis dalam pengertian tindak pidana sudah tercakup 
di dalamnya baik criminal act maupun criminal responbility, sedangkan 
menurut pandangan dualistis , yaitu :13 
dalam tindak pidana hanya dicakup criminal act, dan criminal responbility 
tidak menjadi unsur tindak pidana. Oleh karena itu untuk adanya pidana 
tidak cukup hanya apabila telah terjadi tindak pidana, tetapi 
dipersyaratkan juga adanya kesalahan/ pertanggungjawaban pidana.  
 
 
 
 
                                                 
11
 Wirjono Prodjodikoro, 1981, Hukum Acara Pidana di Indonesia, Sumur Bandung, Bandung. Hal. 
55. 
12
 Op.cit. Zainal Abidin. Hal. 250. 
13
 Ibid. 
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Batasan yang dikemukakan tentang tindak pidana oleh para sarjana 
yang menganut pandangan dualistis yaitu sebagai berikut :14 
Menurut Pompe, dalam hukum positif strafbaarfeit tidak lain adalah 
“feit (tindakan, pen), yang diancam pidana dalam ketentuan undang-undang, 
sehingga sifat melawan hukum dan kesalahan bukanlah syarat mutlak untuk 
adanya tindak pidana”.  
Maka untuk terjadinya perbuatan/tindak pidana harus dipenuhi unsur 
sebagai berikut:15 
a. Adanya perbuatan (manusia) 
b. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (hal ini 
merupakan syarat formil, terkait dengan berlakunya pasal 1 
(1) KUHPidana) 
c. Bersifat melawan hukum (hal ini merupakan syarat materiil, 
terkait dengan diikutinya ajaran sifat melawan hukum materiil 
dalam fungsinya yang negatif).  
 
Moeljatno yang berpandangan dualistis menerjemahkan strafbaarfeit 
dengan perbuatan pidana dan menguraikannya sebagai, “perbuatan yang 
dilarang oleh suatu aturan hukum dan larangan mana disertai ancaman 
(sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar 
larangan tersebut” 16 
Berdasarkan defenisi/pengertian perbuatan/tindak pidana yang 
diberikan tersebut di atas, bahwa dalam pengertian tindak pidana tidak 
tercakup pertanggungjawaban pidana (criminal responbility).  
                                                 
14
 Op. Cit. Sudarto. Hal 31-32. 
15
 Ibid. 
16
 Moeljatno. 1993. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta. Hal. 54. 
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Namun demikian, Moeljatno juga menegaskan, bahwa:17 
“untuk adanya pidana tidak cukup hanya dengan telah terjadinya      
tindak pidana, tanpa mempersoalkan apakah orang yang melakukan 
perbuatan itu mampu bertanggungjawab atau tidak”. 
 
 
 
B. 1) Pengertian Anak  
          Secara Nasional definisi anak menurut perundang-undangan, 
diantaranya menjelaskan anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 
tahun atau belum menikah. Ada yang mengatakan anak adalah seseorang 
yang belum berusia 18 tahun, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun 
dan bahkan masih dalam kandungan (Anak sebagai korban Tindak Pidana),  
sedangkan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, 
anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai usia 8 
tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun dan belum pernah menikah, 
Sedangkan pengertian anak menurut UU Nomor 11 tahun 2012 Tentang 
Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu anak yang berkonflik dengan Hukum 
yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, 
                                                 
17 
   Op.Cit. Soedarto,Hal. 31-32. 
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tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Anak 
sebagai pelaku Tindak Pidana).  
 
          Definisi anak yang ditetapkan perundang-undangan berbeda dengan 
definisi menurut hukum islam dan hukum adat. Menurut hukum Islam dan 
hukum adat sama-sama menentukan seseorang masih anak-anak atau 
sudah dewasa bukan dari usia anak. Hal ini karena masing masing anak 
berbeda usia untuk mencapai tingkat kedewasaan. Hukum Islam menentukan 
definisi anak dilihat dari dari tanda-tanda pada seseorang apakah seseorang 
itu sudah dewasa atau belum. Artinya seseorang dinyatakan sebagai anak 
apabila anak tersebut belum memiliki tanda-tanda yang dimiliki oleh orang 
dewasa sebagaimana ditentukan dalam hukum islam. Bahwa definisi 
menurut perundangan negara Indonesia, anak adalah manusia yang belum 
mencapai usia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan dan 
belum menikah. Oleh karena itu, anak tidak dapat dikenakan 
pertanggungjawaban pidana secara penuh, karena seorang anak masih 
mempunyai keterbatasan kemampuan berfikir dan berada dalam 
pengawasan orang tua atau walinya., 
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          Menurut Nicholas M.C. Bala18, dalam bukunya juvenile justice system 
mengatakan anak adalah periode di antara kelahiran dan permulaan 
kedewasaan. Masa ini merupakan masa perkembangan hidup, juga masa 
dalam keterbatasan kemampuan termasuk keterbatasan untuk 
membahayakan orang lain. Berbicara mengenai anak adalah sangat penting 
karena anak merupakan potensi nasib manusia hari mendatang, dialah yang 
ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup 
bangsa pada masa mendatang. Dari uraian ini tampak jelas bahwa sejak 
dahulu para tokoh pendidikan dan para ahli sudah memperhatikan 
perkembangan kejiwaan anak, karena anak adalah anak, anak tidak sama 
dengan orang dewasa. Anak memiliki sistem penilaian kanak-kanak yang 
menampilkan mertabat anak sendiri dan kriteria norma tersendiri, sebab sejak 
lahir anak menampakkan ciri-ciri dan tingkah laku karakteristik yang mandiri, 
memiliki kepribadian yang khas dan unik. Hal ini disebabkan oleh karena 
taraf perkembangan anak itu memang selalu berlainan dengan sifat-sifatnya 
dan ciri-cirinya, di mulai pada usia bayi, remaja, dewasa, dan usia lanjut, 
akan berlainan psikis maupun jasmaninya. 
          Anak menurut Undang-Undang peradilan Anak adalah bagian dari 
generasi muda sebagai sumber daya manusia yang merupakan potensi dan 
penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memilki peranan strategis dan 
mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan 
                                                 
18
 Nicholas M.C Bala 
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dalam rangka menjamin pertumbuhan fisik, mental, dan susila secara utuh, 
selaras, serasi dan seimbang. Anak menurut Kamus Hukum adalah setiap 
manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak 
yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah hal kepentingan. 
Kitab Undang- Undang Hukum Pidana KUHP tidak merumuskan secara 
eksplisist tentang pengertian anak, tetapi dapat dijumpai dalam pada Pasal 
45 dan Pasal 72 yang memakai batasan usia 16 tahun, yaitu:  
 
Pasal 45 berbunyi : 
 
”Jika seseorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan yang dikerjakannya 
ketika umurnya belum enam belas tahun, hakim boleh memerintahkan supaya si 
tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharaannya, 
dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman.”   
 
Di dalam Pasal 72 dinyatakan bahwa:  
 
”Jika kejahatan yang boleh dituntut atas pengaduan, dilakukan pada orang 
yang umurnya belum cukup enam belas tahun dan lagi belum dewasa, atau 
kepada orang di bawah penilaian (curtela) lain orang bukan dari sebab 
keborosan, maka selama dalam keadaan-keadaan itu, yang berhak mengadu 
ialah wakilnya yang sah dalam perkara sipil.”  
  
 
 
          Menurut UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindugan Anak. Dalam 
Pasal 1 butir 1 menyatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 
(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. 
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2) Hak Asasi Anak  
          Gagasan mengenai hak anak bermula setelah berakhirnya Perang 
Dunia I Sebagai reaksi atas penderitaan yang timbul akibat bencana 
peperangan terutama yang dialami oleh kaum perempuan dan anak-anak, 
para aktifis perempuan dalam pawai protes mereka membawa poster-poster 
yang meminta perhatian publik atas nasib anak-anak yang menjadi korban 
perang (Unicef, 2003:12). Pada tahun 1942 untuk pertama kalinya Deklarasi 
Hak Anak diadopsi secara internasional oleh Liga Bangsa-Bangsa. Deklarasi 
ini dikenal juga sebagai “Deklarasi Jenewa”. Pada tanggal 20 November 
1989 Majelis Umum PBB mensahkan Konvensi Hak Anak dan pada tanggal 2 
September 1990 mulai diberlakukan sebagai hukum internasional, sesuai 
ketentuan Pasal 49 ayat 1, “ Konvensi hak anak ini akan diberlakukan pada 
hari ketigapuluh setelah tanggal diterimanya oleh Sekretaris Jenderal 
Perserikatan Bangsa-Bangsa instrumen ratifikasi atau keikutsertaan yang 
keduapuluh.” 
          Gagasan mengenai hak anak ini juga tercantum dalam Declaration 
Universal of Human Rights (DUHAM) yang bersifat universal, dalam arti 
setiap hak-hak yang diatur didalamnya berlaku untuk semua umat manusia di 
dunia tanpa terkecuali serta pemenuhannya tidak ditentukan oleh batas usia. 
DUHAM merupakan suatu standar umum untuk keberhasilan bagi semua 
bangsa dan negara, dengan tujuan agar setiap orang dan setiap badan 
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dalam masyarakat  dengan senantiasa mengingat deklarasi ini akan 
berusaha dengan cara mengajarkan dan mendidik untuk memajukan 
penghormatan terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan tersebut dengan 
melakukan tindakan-tindakan yang progresif baik secara nasional maupun 
internasional, menjamin pengakuan dan pematuhannya secara universal dan 
efektif, baik diantara bangsa-bangsa negara anggota maupun bangsa-
bangsa dari wilayah-wilayahnya yang berada dibawah kekuasaan hukum 
mereka. 
          DUHAM merumuskan pengakuan atas martabat kodrati dan hak-hak 
yang sama dan tidak dapat dicabut dari semua anggota keluarga manusia 
adalah landasan bagi kebebasan, keadilan dan perdamaian manusia. 
          Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak pada tahun 1990. 
Sebagai konsekuensinya, Indonesia harus memajukan serta melindungi 
kepentingan dan hak anak sebagai manusia, seperti tercantum dalam 
konvensi tersebut. Dimulai dengan mendiseminasikan definisi anak sebagai: 
“setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun kecuali berdasarkan undang-
undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih 
awal”. Kecenderungan timbulnya kebingungan akan masa pemberlakuan 
definisi tersebut membutuhkan penjelasan lebih lanjut. 
          Dalam mukadimah konvensi tersebut dijelaskan bahwa “Anak karena 
ketidakmatangan jasmani dan mentalnya, memerlukan pengamanan dan 
pemeliharaan khusus termasuk perlindungan hukum yang layak sebelum dan 
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sesudah kelahiran”. Definisi tersebut berlaku semenjak anak masih dalam 
kandungan hingga mereka mampu mencapai kematangan mental, sosial, 
dan fisiknya. Seperti dinyatakan dalam Undang-Undang No.39 tahun 1999 
tentang Hak Asasi Manusia Pasal 52 ayat (1) dan (2) : 
          “Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak  
anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum sejak anak dalam kandungan.” 
Sejak ditetapkannya Undang-Undang No.23 Tahun 2002  tentang 
Perlindungan Anak pada tanggal 22 Oktober 2002, perlindungan anak 
Indonesia telah memiliki landasan hukum yang lebih kokoh. Hak anak relatif 
lebih lengkap dan cukup banyak dicantumkan dalam Undang-Undang 
Perlindungan Anak. Pasal-pasal yang berkaitan dengan hak-hak anak 
tersebut antara lain adalah: 
Pasal 4 : Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, 
               dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan  
               martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari  
               kekerasan dan diskriminasi. 
 
Pasal 5 : Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan  
               status kewarganegaraan. 
 
Pasal 6 : Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya,    
               berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan 
               usianya, dalam bimbingan orang tua. 
 
Pasal 8 : Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan  
               jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, 
               dan sosial. 
 
Pasal10 : Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya,  
                menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai tingkat  
                kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai  
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                dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan. 
 
Pasal13 : (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali,  
                atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas  
                pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: 
 
a.    Diskriminasi 
b.    Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual 
c.    Penelantaran 
d.    Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan 
e.    Ketidakadilan 
f.     Perlakuan salah lainnya. 
 
Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana diatur 
dalam Pasal 64 ayat (3) : 
a.  Upaya rehabilitasi baik dalam lembaga maupun di luar lembaga. 
b.  Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media 
massa       
     dan untuk menghindari labelisasi. 
c.  Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli  
     baik   fisik, mental maupun sosial. 
d.  Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi. 
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C. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim 
1. Definisi Putusan Hakim 
  Definisi putusan hakim menurut Andi Hamzah adalah:19 Hasil atau 
kesimpulan dari suatu perkara yang telah dipertimbangkan dengan masak-
masak yang dapat berbentuk putusan tertulis maupun lisan.  
Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim adalah:20  
Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai 
pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan 
dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyeleseiakan suatu perkara atau 
sengketa antara para pihak. 
 
 Bukan hanya yang di ucapkan saja yang disebut putusan, 
melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan 
kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan 
(tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di 
persidangan oleh hakim.21 Sehingga dapat disimpulkan bahwa putusan 
hakim adalah kesimpulan akhir yang diambil oleh Majelis Hakim yang diberi 
wewenang untuk itu dalam menyelesaikan atau mengakhiri suatu sengketa 
antara para pihak yang berpekara dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk 
umum. 
 
 
                                                 
19
 Andi Hamzah, Hukum Acara Perdata, Liberty, Yogyakarta, 1986. Hal. 485. 
20
 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1986. Hal. 206. 
21
 Ibid. Hal. 175. 
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2. Jenis-Jenis Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana  
 Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, putusan 
pengadilan yang berkenaan dengan terdakwa ada tiga macam :  
1) Putusan yang mengandung pembebasan terdakwa (Vrijspraak).  
Dalam Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara 
Pidana disebutkan bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan 
terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti 
secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.22 
Dengan demikian jika menurut hakim, perbuatan yang didakwakan 
oleh jaksa penuntut umum terhadap terdakwa sebagai mana tersebut 
dalam surat dakwaan, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka 
berdasarkan Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara 
Pidana, terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan dan segala tuntutan 
hukum.  
Dalam penjelasan Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum 
Acara Pidana disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan yang 
didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan” adalah 
tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan 
menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum secara pidana ini.  
                                                 
22
 M. Karjadi dan R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi 
dan Komentar, Politeia, Bogor, 1997. Hal. 169. 
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2) Putusan yang mengandung pelepasan terdakwa dari segala tuntutan 
hukum (Ontslag van Rechtsvervolging)  
Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan 
kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak 
pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 
ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana).23 Putusan pelepasan 
dari segala tuntutan hukum, didasarkan pada kriteria :  
a) Apa yang didakwakan kepada terdakwa memang terbukti 
secara sah dan meyakinkan.  
b) Tetapi sekalipun terbukti, hakim berpendapat bahwa 
perbuatan yang didakwakan tidak merupakan tindak pidana. 
Tetapi barangkali termasuk ruang lingkup hukum perdata 
atau hukum adat.  
Putusan yang mengandung pelepasan dari segala tuntutan hukuman 
dapat pula terjadi terhadap terdakwa, karena ia melakukan tindak pidana 
dalam keadaan tertentu, sehingga ia tidak dapat dipertanggung jawabkan 
atas putusannya itu. Tegasnya terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman, 
meskipun perbuatan yang didakwakan itu terbukti sah, apabila :  
a) Kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akalnya (Pasal 44 
ayat(1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana).  
                                                 
23
 Ibid. 
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b) Keadaan memaksa (overmacht) (Pasal 48 Kitab Undang-
undang Hukum Pidana)  
c) Pembelaan darurat (Nood weer) (Pasal 49 Kitab Undang-
undang Hukum Pidana)  
d) Melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan Undang-
undang (Pasal 50 Kitab Undang undang Hukum Pidana) 
e) Melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang 
diberikan oleh kuasa yang berhak untuk itu (Pasal 51 Kitab 
Undang-undang Hukum Pidana).  
3)  Putusan yang mengandung penghukuman terdakwa (veroordeling).  
Kemungkinan ketiga, dari putusan yang dijatuhkan pengadilan adalah 
putusan yang mengandung penghukuman terdakwa. Pasal 193 ayat (1) Kitab 
Undang-undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa jika pengadilan 
berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang 
didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.23 Dengan 
demikian hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yaitu apabila dari 
hasil pemeriksaan disidang pengadilan, kesalahan terdakwa atas perbuatan 
yang didakwakan kepadanya adalah terbukti secara sah dan meyakinkan, 
yang telah ditentukan oleh Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara 
Pidana yaitu :24 
                                                 
23
 Ibid. Hal 171. 
24
 Ibid. Hal 162. 
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1. Sekurang-kurang dua alat bukti yang sah.  
2. Dengan adanya minimum pembuktian tersebut hakim memperleh 
keyakinan bahwa suatu tindak pidana yang terjadi dan bahwa 
terdakwalah yang bersalah melakukannya.  
 
Dalam praktek, hakim menjatuhkan putusan dengan 
mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang 
meringankan terdakwa. Hal yang memberatkan antara lain, yaitu terdakwa 
pernah dihukum, dalam persidangan terdakwa tidak mengakui bersalah, 
memberikan keterangan berbelit-belit, sehingga menyulitkan jalannya 
pemeriksaan. Sedangkan yang meringankan terdakwa antara lain, terdakwa 
masih muda mengakui terus terang, terdakwa mempunyai tanggungan 
keluarga, atau belum menikmati hasil kejahatannya tersebut. 
 
3. Pertimbangan Hukum Hakim 
Sebagai upaya pemenuhan apa yang menjadi kehendak rakyat ini, 
dikeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan yang salah satunya 
adalah Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, 
dengan tujuan agar penegakan hukum di Negara ini dapat terpenuhi. Untuk 
selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 yang 
berkaitan dengan masalah ini, ditentukan bahwa; Hakim dan hakim konstitusi 
wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa 
keadilan yang hidup dalam masyarakat. 
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Maksud pembentuk peraturan perundang-undangan pada ketentuan 
tersebut di atas, yakni bagaimana hukum itu bisa diciptakan dengan berdasar 
pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, sehingga  putusan hakim 
dapat menerapkan hukum yang hidup dalam masyarakat ketika memutus 
sebuah perkara. Selain itu hakim juga diharapkan mampu menciptakan 
hukum baru yang fleksibel dan sesuai dengan nilai yang hidup di dalam 
masyarakat. Sehingga peraturan normatif yang diciptakan tidak kaku dan 
dapat melihat bagaimana efektivitas hukum itu berlaku dan dijalankan oleh 
masyarakat. 
Setiap orang mengharapkan bahwa hukum dapat diterapkan dengan 
baik dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit di masyarakat. Termasuk juga 
bagaimana hukum itu harus berlaku, sehingga pada dasarnya tidak 
dibolehkan menyimpang. Kepastian hukum sebagai perlindungan yustisiabel 
terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan 
dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. 
Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya 
kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan 
kepastian hukum karena bertujuan menertibkan masyarakat. 
Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau 
penegakan hukum, aparat hendaknya memperhatikan keadilan. Hakim dalam 
menjatuhkan putusannya dibimbing oleh pandangan-pandangan atau 
pikirannya sendiri. Dalam penemuan hukum yang otonom ini hakim memutus 
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menurut apresiasi pribadi. Di sini hakim menjalankan fungsi yang mandiri 
dalam penerapan undang-undang terhadap peristiwa hukum yang konkrit. 
Dalam hal ini hakim diharapkan mampu mengkaji hukum-hukum yang hidup 
di dalam masyarakat. Karena terkadang peristiwa konkrit yang terjadi itu,  
tidak tertulis aturannya dalam peraturan perundang-undangan. Masyarakat 
mengharapkan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan hendaklah 
memperhatikan tiga unsur tujuan hukum yaitu kepastian hukum, kemanfaatan 
dan keadilan sebagaimana halnya pada penegakan hukum.25 
 
D. Pengertian Dan Tindak Pidana Pencabulan 
                 Pencabulan merupakan kecenderungan untuk melakukan aktivitas 
seksual dengan orang yang tidak berdaya seperti anak, baik pria maupun 
wanita, dengan kekerasan maupun tanpa kekerasan. Pengertian pencabulan 
atau cabul dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai berikut: 
pencabulan adalah kata dasar dari cabul, yaitu kotor dan keji sifatnya tidak 
sesuai dengan sopan santun (tidak senonoh), tidak susila, bercabul: 
berzinah, melakukan tindak pidana asusila, mencabul: menzinahi, 
memperkosa, mencemari kehormatan perempuan, film cabul: film porno. Keji 
dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesusilaan, kesopanan). Pencabulan 
oleh Moeljatno dikatakan sebagai segala perbuatan yang melanggar susila 
                                                 
25
 http://setaaja.blogspot.com/2012/03/pertimbangan-sosiologis-dalam-putusan.html.  
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atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kelaminannya. Definisi 
yang diungkapkan Moeljatno lebih menitik beratkan pada perbuatan yang 
dilakukan oleh orang yang berdasarkan nafsu kelaminnya, di mana langsung 
atau tidak langsung merupakan perbuatan yang melanggar susila dan dapat 
dipidana. 
 
1. Menurut KUHP 
Mengenai definisi tindak pidana pencabulan terhadap orang sesama 
jenis kelamin dan belum dewasa, KUHP tidak memberikan secara konkrit 
pengertian mengenai tindak pidana pencabulan tersebut. Namun KUHP 
hanya merumuskan bahwa tindak pidana perbuatan cabul terhadap orang 
sesama jenis kelamin dan belum dewasa adalah sebagai berikut:  
1. Pasal 292 KUHP : 
"orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang 
lain sesama kelamin, diketahuinya atau sepatutnya harus 
diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara 
paling lama lima tahun."  
 
2. Menurut UU No23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 
          Dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, 
pencabulan terhadap anak diatur dalam pasal 81 dan 82, tetapi  yang terkait 
dengan judul skripsi diatur dalam pasal pasal 82 yang berbunyi : 
 
 
31 
 
Pasal 82  
“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman 
kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian 
kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan 
dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 
15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling 
banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 
60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). 
 
3. Menurut RUU KUHP  
          Rancangan Undang-Undang KUHP tersebut mempidanakan pelaku 
perzinaan antar pasangan “normal” lelaki dan perempuan (heterosex) 
sebagai tindak pidana asusila yang diancam pidana maksimal 1 tahun 
penjara. Tetapi hubungan seks antar pasangan homo dan lesbi yang sudah 
dewasa, yakni sudah berusia 18 tahun, tak ada ancaman pidananya, atau 
bukan tindak pidana menurut KUHP. 
          Hal ini tertuang dalam Rancangan Undang-Undang KUHP Bab XVI 
tentang Tindak Pidana Kesusilaan yang hanya mengancam pidana perzinaan 
homoseks dan/atau lesbian yang pelakunya atau salah satu pelakunya belum 
berusia 18 tahun, lantaran dianggap belum dewasa. Yakni apabila pasangan 
pelaku zina-homoseks dan zina-lesbian sudah mecapai usia 18 tahun, hal itu 
dianggap bukan merupakan tindakan asusila ataupun kejahatan, oleh 
karenanya tak bisa dipidana, atau bukan tindak pidana menurut KUHP. 
“Setiap orang yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain yang 
sama jenis kelaminnya yang diketahui atau patut diduga belum berumur 18 
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tahun, dipidana dengan pidana penjara minimal 1 tahun dan maksimal 7 
tahun,” demikian bunyi Pasal 492 Rancangan Undang-Undang KUHP. 
          Tindak pidana pencabulan juga disinggung dalam Pasal 494, yaitu 
orang tua yang mencabuli anak kandungnya, dipenjara paling sedikit 3 tahun 
dan paling lama 12 tahun. Akan tetapi jika anak tiri atau anak yang berada 
dalam perwaliannya, maka hukumannya lebih ringan yaitu minimal 2 tahun 
dan maksimal 9 tahun. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Lokasi Penelitian 
Untuk dapat menyelesaikan masalah pada penulisan skripsi ini, 
penulis melakukan penelitian pada Pengadilan Negeri Makassar. 
Sebagai tempat di mana putusan perkara Nomor: 
1434/Pid.B/2013/PN.Mks  disidangkan, maka Pengadilan Negeri 
Makassar  merupakan Lokasi Penelitian yang sangat ideal guna 
mengetahui penerapan hukum terhadap  pencabulan dengan jenis 
kelamin sama yang belum dewasa. 
B. Jenis data 
Data pendukung dalam penelitian ilmiah yang penulis lakukan terdiri 
atas 2 (dua) jenis data, yakni: 
a. Data primer, yaitu data dan informasi yang diperoleh secara langsung 
melalui wawancara dengan Hakim dan pihak terkait Pada Pengadilan 
Negeri Makassar. 
b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari Pengadilan Negeri  
Makassar mengenai penerapan hukum terhadap  tindak pidana phedofilia. 
Selain itu  penulis juga mencari bahan dari berbagai literature pada 
perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Perpustakaan 
Pusat Universitas Hasanuddin. 
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C. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data 
berdasarkan metode penelitian lapangan (field research) dan penelitian 
kepustakaan (library research). Penelitian lapangan (field research), yaitu 
penelitian yang dilakukan di lapangan dengan melakukan pengambilan data 
langsung melalui wawancara dengan Hakim yang pernah menangani perkara 
tindak pidana phedofilia. Sedangkan Penelitian kepustakaan (library 
research), yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data skunder 
yang berhubungan dengan penelitian penulis pada perpustakaan Fakultas 
Hukum Universitas Hasanuddin dan perpustakaan Pusat Universitas 
Hasanuddin. 
D. Analisis Data 
Data yang diperoleh baik primer maupun sekunder diolah terlebih 
dahulu kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskripsi 
yakni menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan 
permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini, kemudian menarik 
suatu kesimpulan berdasarkan analisis yang telah dilakukan. Serta 
memberikan rekomendasi yang relevan dengan tindak pidana pencabulan 
dengan sesama jenis kelamin terhadap anak. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana 
Pencabulan Dengan Sesama Jenis Kelamin Terhadap Anak Putusan 
Nomor : 1434/Pid.B/2013/PN. Mks  
 
          Dalam Undang-Undang tentang perlindungan anak dijelaskan bahwa 
setiap anak memiliki hak mendapat jaminan dan perlindungan untuk dapat 
hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai 
dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari 
kekerasan dan diskriminasi.  
Pentingnya undang-undang tersebut dikarenakan anak merupakan generasi 
penerus dari suatu bangsa yang akan melanjutkan setiap sudut kehidupan 
berbangsa dan bernegara. Namun tak dapat dipungkiri dalam kehidupan 
yang sekarang ini adanya tindakan yang dapat merusak moral dan martabat 
anak dengan perbuatan asusila yang melanggar hak-hak atas anak seperti 
pada Undang-Undang tentang perlindungan anak.  
Seperti yang dapat dilihat pada kasus yang terjadi di Kotamadya Makassar 
sebagai berikut :  
1. Posisi Kasus 
          Pada sekira bulan juni 2013 atau setidak-tidaknya pada tahun 2013 
bertempat didalam sebuah rumah di Jl.Tidung 2 Kelurahan Tamalate Kota 
Makassar atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk 
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dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan sengaja 
melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang 
diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa,  yaitu 
terhadap korban NUR INDAH SARI yang masih berusia 14 (empat belas) 
tahun sesuai dengan kutipan akte kelahiran tanggal 03 Nopember 2009   
untuk melakukan atau membiarkan melakukan perbuatan cabul, perbuatan 
mana dilakukan terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut : 
 Awalnya pada sekira bulan juni 2013 bertempat didalam sebuah rumah di 
Jl.Tidung 2 Kelurahan Tamalate Kota Makassar, bahwa sebelumnya 
antara terdakwa dan korban memang menjalin status/hubungan yaitu 
berpacaran lalu korban dihubungi oleh terdakwa dan menyuruh korban 
datang kerumah kost terdakwa di Jl.Tidung 2 Kelurahan Tamalate Kota 
Makassar lalu sesampainya dirumah kost tersebut korban dan terdakwa 
berpelukan dan bahkan terdakwa sempat mencium pipi dan bibir korban 
secara berulang kali. Pada saat melakukan perbuatan cabul terhadap 
korban, terdakwa tidak melakukan pemaksaan melainkan atas dasar suka 
sama suka namun terdakwa menyadari atau mengetahui bahwa korban 
masih berstatus pelajar dan masih berusia 14 (empat belas) tahun. 
 
2. Dakwaan Penuntut Umum 
          Adapun isi dakwaan Penuntut Umum terhadap pencabulan yang 
dilakukan oleh terdakwa ANDI NARI TRI WAHYU SHANI, berdasarkan 
penelitian yang dilakukan di Pengadilan Negeri Makassar, bahwa ia terdakwa 
ANDI NARI TRI WAHYU SHANI, pada sekiranya bulan juni 2013 bertempat 
didalam sebuah rumah di Jl.Tidung 2 Kelurahan Tamalate Kota Makassar 
atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam 
daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang untuk 
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memeriksa dan mengadili dengan sengaja melakukan perbuatan cabul 
dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus 
diduganya belum dewasa, yaitu terhadap korban NUR INDAH SARI yang 
masih berusia 14 (empat belas) tahun sesuai dengan kutipan akte kelahiran 
tanggal 03 Nopember 2009   untuk melakukan atau membiarkan melakukan 
perbuatan cabul, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan rangkaian 
perbuatan sebagai berikut : 
 Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal 
ketika terdakwa menghubungi korban dan meminta korban dating ke 
tempat kost terdakwa di Jl.Tidung 2 Kelurahan Tamalate Kota Makassar. 
 Bahwa kemudian didalam kamar kost tersebut terdakwa memeluk korban 
lalu mencium pipi dan bibir korban berulang kali. 
 Bahwa terdakwa mengetahui jika korban saat itu masih berusia 14 (empat 
belas) tahun. 
 Bahwa antara korban dan terdakwa menjalin hubungan pacaran. 
 
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum  
          Pada dasarnya Jaksa menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan 
Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 
1434/Pid.B/2013/PN.Mks memutuskan: 
a. Menyatakan Terdakwa ANDI NARI TRI WAHYUNI SHANI terbukti secara 
sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencabulan dengan 
sesama kelamin yang belum dewasa, sebagaimana diatur dan diancam 
pidana dalam pasal 292 KUHP dalam surat dakwaan Penuntut Umum ; 
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b. Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa ANDI NARI TRI WAHYUNI SHANI 
dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan dikurangi selama terdakwa 
berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan ; 
c. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar 
Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) apabila dipersalahkan dan dijatuhi pidana. 
 
4. Komentar Penulis 
          Kasus yang penulis bahas dalam skripsi ini yaitu tentang perbuatan 
pencabulan dengan sesama jenis kelamin terhadap anak yang dilakukan oleh 
ANDI NARI TRI WAHYU SHANI terhadap anak yang berusia 14 tahun yang 
bernama NUR INDAH SARI. Dalam kasus ini, dakwaan jaksa penuntut umum 
telah memiliki sifat dan hakekat dari suatu dakwaan, yang telah menguraikan 
secara cermat, jelas, dan lengkap, baik mengenai identitas terdakwa maupun 
mengenai uraian dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan disertai 
dengan waktu dan tanggal perbuatannya serta tempat perbuatan itu 
berlangsung, sehingga dengan demikian maka menurut penulis dakwaan 
tersebut secara formil telah memenuhi persyaratan. 
          Hakim dalam pemeriksaan perkara pidana berusaha mencari dan 
membuktikan kebenaran materil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap 
dalam persidangan, serta berpegang teguh pada apa yang dirumuskan 
dalam surat dakwaan penuntut umum.  
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          Berdasarkan posisi kasus sebagaimana telah diuraikan di atas, maka 
dapat disimpulkan telah sesuai dengan ketentuan baik hukum pidana formil 
maupun hukum pidana materil dan syarat dapat dipidananya seorang 
terdakwa, hal ini didasarkan pada pemeriksaan dalam persidangan, dimana 
alat bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, termasuk di dalamnya 
keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian ditambah keterangan 
terdakwa yang mengakui secara jujur perbuatan yang dilakukannya. Oleh 
karena itu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar menyatakan bahwa 
unsur perbuatan terdakwa terdapat dalam Pasal 292 KUHP ; 
„‟Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain 
sesama kelamin, diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya 
belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) 
tahu.‟‟ 
 
Berdasarkan keterangan saksi korban bahwa terdakwa dan saksi korban 
ditemukan fakta sebagai berikut:            
 Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal 
ketika terdakwa menghubungi korban dan meminta korban dating ke 
tempat kost terdakwa di Jl.Tidung 2 Kelurahan Tamalate Kota Makassar. 
 Bahwa kemudian didalam kamar kost tersebut terdakwa memeluk 
korban lalu mencium pipi dan bibir korban berulang kali. 
 Bahwa terdakwa mengetahui jika korban saat itu masih berusia 14 
(empat belas) tahun. 
 Bahwa antara korban dan terdakwa menjalin hubungan pacaran. 
          Berkaitan dengan masalah di atas, penulis melakukan wawancara 
dengan salah seorang Hakim Pengadilan Negeri Makassar, Bapak Rianto 
Adam Pontoh, SH.,MH (wawancara tanggal 21 Desember 2014) yang 
menyatakan bahwa: 
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„‟Penerapan hukum pidana yang dilakukan oleh hakim sesuai karena 
unsur perbuatannya terdapat dalam Pasal 292 KUHP‟‟. 
 
          Adapun penjatuhan sanksi terhadap tindak pidana pencabulan dengan 
sesama jenis kelamin terhadap anak dalam perkara 
No.1434/Pid.B/2013/PN.Mks adalah menurut Bapak Rianto Adam Pontoh, 
SH.,MH (wawancara tanggal 21 Desember 2014 yang mengatakan bahwa: 
1. Menyatakan Terdakwa ANDI NARI TRI WAHYU SHANI telah terbukti 
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidan 
„‟pencabulan dengan sesama jenis kelamin terhadap anak‟‟ ; 
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas dengan pidana 
penjara selama 4 (empat) bulan ; 
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa 
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; 
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ; 
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua 
ribu rupiah) ; 
 
          Pemidanaan merupakan suatu proses. Sebelum proses ini berjalan, 
peranan hakim sangatlah penting. Ia mengkonkretkan sanksi pidana yang 
terdapat dalam suatu peraturan dengan menjatuhkan pidana bagi terdakwa. 
Jadi pidana yang dijatuhkan diharapkan dapat menyelesaikan konflik atau 
pertentangan dan juga dapat mendatangkan kedamaian dalam masyarakat. 
          Pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak 
diperkenankan merendahkan martabat manusia, namun merupakan 
pemberian makna kepada sistem hukum Indonesia. 
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B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara Terhadap 
Tindak Pidana Pencabulan Dengan Sesama Jenis Kelamin Terhadap 
Anak Dalam Perkara No.1434/Pid.B/2013/PN.Mks 
 
1.  Pertimbangan Hakim 
 
 
          Sebelum menjatuhkan putusan, yang menjadi pertimbangan hakim 
terhadap tindak pidana pencabulan dengan sesama jenis kelamin terhadap 
anak pada putusan No. 1434/Pid.B/2013/PN.Mks adalah sebagai berikut: 
  
          Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh jaksa 
penuntut umum dengan dakwaan sebagaimana dalam surat dakwaan 
No.Reg. Perk : PDM – 638/ Mks / 09 / 2013 tanggal 02 september 2013 yang 
melanggar pasal sebagaimana dalam dakwaan pasal 292 KUHP ; 
          Menimbang, Bahwa dipersidangan jaksa penuntut umum telah 
menghadapkan 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya 
dibawah sumpah, yakni saksi M. SULAIMAN, saksi NUR INDAH SARI dan 
saksi MARIANA. M. 
         Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan 
terdakwa. 
          Menimbang, bahwa keterangan saksi dan keterangan terdakwa saling 
menunjukkan kesesuaian, sehingga melahirkan kesimpulan bahwa terdakwa 
telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana 
„‟Pencabulan Dengan Sesama Jenis Kelamin Terhadap Anak‟‟; 
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          Menimbang, bahwa karena terbukti bersalah maka terdakwa akan 
dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dengan memperhatikan 
hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut : 
 Hal yang memberatkan 
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan trauma terhadap korban yang 
masih dibawah umur ; 
 Hal yang meringankan 
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan 
mengulanginya lagi ; 
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ; 
          Menimbang, bahwa masa tahanan terdakwa harus diperhitungkan 
seluruhnya dari masa tahanan yang dijatuhkan ; 
          Menimbang, bahwa karena terbukti bersalah maka terdakwa harus 
dibebani pula biaya perkara ; 
           Memperhatikan Pasal 292 KUHP ; 
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MENGADILI 
6. Menyatakan Terdakwa ANDI NARI TRI WAHYU SHANI telah terbukti 
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidan 
„‟pencabulan dengan jenis kelamin sama yang belum dewasa‟‟ ; 
7. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas dengan pidana 
penjara selama 4 (empat) bulan ; 
8. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa 
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; 
9. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ; 
10. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua 
ribu rupiah) ; 
 
2. Komentar Penulis 
          Putusan hakim merupakan pernyataan hakim sebagai pejabat Negara 
yang diberi wewenang untuk itu berupa putusan penjatuhan pidana jika 
perbuatan pelaku tindak pidana terbukti secara sah dan meyakinkan. Dalam 
upaya membuat putusan penjatuhan pidana jika perbuatan pelaku tindak 
pidana terbukti secara sah dan meyakinkan. Dalam upaya membuat putusan 
serta menjatuhkan sanksi pidana, hakim harus mempunyai pertimbangan 
yuridis yang terdiri dari dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, 
keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal perbuatan hukum 
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pidana. Adapula pertimbangan non yuridis yang terdiri dari latar belakang 
perbuatan terdakwa,akibat perbuatan serta kondisi terdakwa pada saat 
melakukan perbuatan. 
          Pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh hakim dalam 
menentukan putusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Dikarenakan 
putusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa haruslah didasari dengan 
rasa tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan dan profesionalisme dari 
seorang hakim. 
          Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap 
pelaku dalam perkara ini sudah benar berdasarkan pertimbangan yuridis. 
Namun penulis berpendapat bahwa penjatuhan sanksi oleh hakim lebih 
didasarkan pada fakta-fakta persidangan dan alat bukti yang sah. Hukuman 
yang dijatuhkan berupa pidana penjara selama 4 (empat)bulan kepada 
terdakwa sudah cukup untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku agar tidak 
mengulangi perbuatannya lagi. 
          Hakim juga mempunyai kebebasan dan kekuasaan dalam 
menjatuhkan hukuman bagi seorang terdakwa yakni berdasarkan tuntutan 
jaksa penuntut umum bahkan lebih dari apa yang dituntutkan oleh jaksa 
penuntut umum itu sendiri. Tetapi walaupun demikian, Hakim dalam 
menjatuhkan putusan harus benar-benar mempertimbangkan segala aspek 
termasuk bahwa pemidanaan itu mempunyai efek psikologi (efek jera 
pelaku). 
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BAB V 
A. Kesimpulan 
          Dari rumusan masalah, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan 
yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai 
berikut : 
1. Penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pencabulan dengan  
sesama jenis kelamin terhadap anak dalam perkara putusan No. 
`1434/Pid.B/2013/Pn.Mks.didasarkan pertimbangan yuridis yaitu dakwaan 
dan tuntutan jaksa, dan fakta-fakta hukum baik melalui keterangan-
keterangan saksi, keterangan terdakwa, maupun alat bukti. Dalam kasus ini, 
dakwaan yang dikenakan adalah pasal 292 KUHP tentang orang dewasa 
yang melakukan tindak cabul dengan jenis kelamin sama. Dengan 
terpenuhinya unsure-unsur tersebut, maka terdakwa harus 
mempertanggungjawabkan perbuatannya, sesuai dengan putusan yang 
dijatuhkan oleh majelis hakim, dengan menjalani pidana penjara selama 4 
(empat) bulan dan membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu 
rupiah). 
2. Hakim pengadilan negeri Makassar dinilai dalam pertimbangan-pertimbangan 
telah sesuai menurut aturan-aturan terkait dalam menjatuhkan putusan pada 
tindak pidana pencabulan dengan sesama jenis kelamin terhadap anak, baik 
dari pembuktian jaksa penuntut umum. Yang menjadi pertimbangan hakim 
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diantaranya fakta-fakta persidangan dan fakta yuridis, serta melihat hal-hal 
yang memberatkan dan meringankan terdakwa. 
 
B. Saran 
Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan penulis skripsi 
ini adalah : 
1. Penulis mengharapkan kepada segenap aparat penegak hukum  
khususnya majelis hakim, agar setiap pelaku kejahatan (khususnya tindak 
pidana pencabulan dengan  sesama jenis kelamin terhadap anak) 
sekiranya ditindak dengan tegas dan tetap memperhatikan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku yang dapat memberi efek jera kepada 
para pelaku.dan dengan pemberian sanksi pidana yang tegas diharapkan 
dapat memberikan efek pencegahan dalam masyarakat dan membuat 
masyarakat untuk lebih mentaati hukum. 
2. Selain tentang pemberian sanksi yang tegas, penulis juga berharap dalam 
setiap menjatuhkan putusan agar sekiranya majelis hakim juga lebih 
memperhatikan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan 
terdakwa karena hal ini tentunya sangat mempengaruhi psikologi pelaku. 
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